
BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tantangan
kehidupan berdemokrasi yang semakin meningkat
diperlukan penanganan yang bersinergis dan
terkoordinasi antara pusat, provinsi sampai kabupaten,
sehingga diperlukan kelembagaan yang memiliki
struktur dan fungsi yang memadai;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu
melaksanakan evaluasi dan penataan terhadap status
kelembagaan kantor kesatuan bangsa dan politik;

c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK.

BAB I ...



- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jembrana.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jembrana.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu
Badan Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Bupati harus memperhatikan asas :
a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;

b. efisiensi;

c. efektivitas;

d. pembagian habis tugas;

e. rentang kendali;

f. tata kerja yang jelas;

g. fleksibilitas; dan

h. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
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Pasal 3

(1) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu
penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah
didasarkan pada volume beban tugas untuk
melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume
beban tugas untuk mendukung dan menunjang
pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
yaitu pembentukan Perangkat Daerah ditentukan
berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling
tinggi yang dapat diperoleh.

(3) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
yaitu pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi
pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

(4) Pembagian habis tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d yaitu pembentukan Perangkat Daerah
yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak
terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada
lebih dari satu Perangkat Daerah.

(5) Rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e yaitu penentuan jumlah Perangkat Daerah dan
jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan
pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

(6) Tata kerja yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf f yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah
mempunyai hubungan kerja yang jleas, baik vertikal
maupun horizontal.

(7) Fleksibiltas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
g yaitu penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang
untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

(8) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h yaitu
Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan
Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan
Tugas Pembantuan.
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BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat
Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tata kerja, kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk
Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Perangkat Daerah induknya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB IV
PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 6
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Segala biaya yang timbul akibat dari pembentukan
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pejabat pada Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya dan tetap dibayarkan gaji, tunjangan jabatan
serta pendapatan lainnya yang sah sampai ditetapkannya
pengisian jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 11
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :
( 8 , 74 / 2019 )



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan

Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran

(rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di

masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan

organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan

efisien.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana,

yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang

terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan

yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

di Daerah merupakan penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang bertujuan untuk

memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat

daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintaan di bidang

kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi,

struktur dan tata kerja. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dengan

mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan

keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib

dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan. . . .
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah ini,

menetapkan tipe Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel

beban kerja Urusan Pemerintahan. Variabel beban kerja Urusan

Pemerintahan terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel

umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran

pendapatan dan belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6


